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KEPUTUSAN BUPA'I'l KAPUAS HULU
NOMOR 276 TAHUN 2009

TENTANCG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

H i

b.

ks

NEGERI DIKABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

bahwa untuk n'_rcningkatkuu daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama
( SMP ) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuns Hulu, maka dibentuk Kelembagaan
Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Wegeri di Kabupatan Kapuas Hulu;

h.uhwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana di maksud  dnlam huruf a, perla
ditetnpkan dengan Keputusan Bupati:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentung Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentany Pembentukan Duerah Tingkat [ di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), scbagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Pepublik [ndonesia Tehun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidiken Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negura Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 535, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

Undang-Undung Nomor 32 Tahun 2004 entang Pemerintah Daergh scbagaimana
teluh diubuh beberapa kali dan yang terkhir dengan Undang-Undung Nomor 12
Tuhun 2008  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 359,
Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4419);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tuhun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tnhun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 3763); v

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tuhun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 3% Tahun 2007 tenlang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Dacrah Pravinsi. dan Pemerintahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belai
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tamhu}hm I:",”] ( ['“;h"“
Republik Indonesin Nomor 4863 ); cgara

10. Peraturan  Dacrah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Huly;

- 1. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomeor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi
: dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu,;

12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;

13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendepatan dan
Belanja Daerah Tahun Angzaran 2009,

14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyemplymaan Peraturan Bupati
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjubaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Doacrah
Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :
Membentuk Kelembaguan Sckolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini,

f ¢ Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja
- Kelembagaan sckolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur
5 lebih lanjut dengan Keputusen Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
F: Kabupaten Kapuas Hulu. i RO

Ketentuan ini mulai berloku pada tanggal ditetapkan dengan ketentnan,
pengeluaran  scbagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun Anggaran 2009,

goumkan di  Putussibau
adhdeal 14 = 10 = 2009

Drs. H. M{IL HUSIN

, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. *

Pendidikan Nasional Repubik Indonesia di Jakarta;

is Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;

Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakars;

Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmer di Jakarta;

Kalimantan Barat di Pontianak;

Kepala Biro Hukum;

Kepala Biro Umum; \

Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontiunak; : ;

Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barmt di Pontianak:
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